Radar Sulteng, 19 September 2011

[image: image1.jpg]‘Pemkab Dinilai Lecehkan Legislatif

Penggunaan Dana
Infrastruktur
Tanpa Pembahasan
DPRD

BANGGALI - Pemerintah
Kabupaten Banggai dinilai
melangkahi dan melecehkan
lembaga legislatif terkait
masalah dana infrastruktur
sebesar Rp9 miliar lebih, untuk
pembiayaan pembangunan
sarana jalan di Kabupaten
Banggai. Padahal, dalam aturan
telah dijabarkan soal proses

anggaran harus melalui
pembahasan di lembaga
legislatif.

Tetapi, dana infrastruktur

yang direalialisasikan
pemerintah pusat langsung
dimanfaatkan oleh pemerintah
Kabupaten Banggai dengan

mengadakan tender (lelang)
proyek-proyek yang dibiayai
oleh dana itu. Akibatnya, DPRD
Kabupaten Banggai merasa
diabaikan, dan menuding
pemerintah Kabupaten Banggai
tidak menghargai aturan yang
berlaku.

Ketua DPRD Kabupaten
Banggai, Syamsulbahri Mang
SE SH, mengatakan, pihaknya
akan memanggil Bupati Banggai
untuk mempertanggungjawab-
kan persoalan pemanfaatan dana
tanpa melalui pembahasan di
lembaga legislatif. Ini
diperlukan, karena ada informasi
pemerintah mempunyai alasan
dan aturan tersendiri dalam
menggunakan dana tanpa
pembahasan di DPRD Banggai.
“Kita mau tahu dulu alasan dan
dasar pemerintah Kabupaten
Banggai menggunakan dana

tanpa melalui pembahasan di
legislatif, sehingga jelas untuk
kemudian dipertanyakan kepada
pemerintah pusat. Kalau
alasannya, hanya dibuat-buat
saja, maka proses lelang dan
pemenang tender proyek
pembangunan sarana jalan di
Kabupaten Banggai akan
dibatalkan,” katanya kepada Ra-
dar Sulteng, kemarin.

Kata dia, Pemerintah
Kabupaten Banggai juga bisa
dianggap telah melecehkan hak
legislatif yang memiliki hak
budged, hak legislasi dan hak
pengawasan, terhadap
pengelolaan anggaran daerah.
Namun, pihaknya belum bisa
memastikan adanya pelecehan
terhadap dewan, sebelum
mendapatkan  keterangan
langsung dari Bupati Banggai
terkait anggaran tersebut.

Ditemui terpisah, mantan
anggota DPRD Kabupaten
Banggai, Nasrun mengatakan,
pemerintah Kabupaten Banggai
dinilai telah melecehkan hak
badged dan pengawasan, yang
merupakan  kewenangan
legislatif. Pemerintah
Kabupaten Banggai juga
melanggar aturan anggaran
yang mewajibkan semua
anggaran yang masuk ke dalam
APBD, harus melalui
pembahasan DPRD.

Tender proyek peningkatan
jalan di beberapa ruas jalan di
Kabupaten Banggai yang
dibiayai oleh dana infrastruktur
sebesar Rp9 miliar tanpa
pembahasan di legislatif kata
Nasrun, adalah bentuk

pelecehan terhadap dewan. “Ini

sebuah pelanggaran pihak

eksekutif yang tidak bisa

diberikan toleransi, karena
tindakannya telah menginjak-
injak aturan yang berlaku. Kalau
pihak legislatif membiarkannya,
maka pihak eksekutif akan
melakukan tindakan serupa
dengan melecehkan
kewenangan legislatif sebagai
lembaga kontrol dan budged,”
jelasnya. :
Nasrun berharap, agar DPRD
Banggai membatalkan pe-
menang lelang dan meng-
gagalkan proses tender yang
sedang berlangsung di Dinas
Binamarga dan Pengairan
(Bimair) Kabupaten Banggai
itu. Dana infrastruktur sebesar
Rp9 miliar akan membiayai
pekerjaan peningkatan ruas
jalan di Kecamatan Toili,
Bualemo, Balantak, Uwedikan,
Nuhon dan ruas jalan *
lainnya.(rd) :










